BAB VI

PENUTUP

6. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa :

1.

Tingkat efektivitas investasi non permanen dana bergulir pada Dinas
Peternakan Kabupaten TTU periode tahun 2011-2013 mengalami
fluktuasi. Target dan realiasi kelompok penerima dana bergulir hanya
sebesar 46,66% sehingga penyaluran dana bergulir kepada 31 kelompok
pemanfaat di katakana tidak efekitif. Penyebabnya adalah ketidakmampuan
kelompok dalam mengembangkan dana bergulir yang hanya mencapai 15,14%.

Berbeda dengan indikator penyetoran/perguliran kembali dana bergulir
mulai periode tahun 2011 mencapai: 79,89%, atau kurang efektif tingkat
penyetoran dana bergulir. Pada tahun 2012 efektivitas penyetoran dana
guliran sebesar Rp 469.500.000,00 atau 154,82%, sebanding dengan
periode tahun 2013, sangat efektif penyetorannya atau mencapai
128,19%. Sedangkan dana yang telah disiapkan dari penyetoran untuk
perguliran lanjut tidak dapat terukur karena ada perbedaan dana guliran
yang dianggarkan dan realisasi penyetoran kembali dari kelompok.

Efektivitas dana bergulir periode 2011-2013 berdasarkan target dan
realisasi dapat disimpulkan adanya proporsionalitas persentasenya pada

tahun 2011 terdapat 72,9% dana bergulir yang diinvestasikan kepada
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masyarakat. Sedangkan di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar
88,94%, dan mengalami defisit di tahun 2013 atau 88,14%.

3. Dampak Dana Bergulir terhadap kelompok penerima dan pemerintah
daerah meliputi dampak negatif dan positif. Secara negatif dana gulir
menimbulkan mentalitas konsumtif dan kurangnya tanggungjawab dalam
penyetoran/perguliran kembali. Dan bagi pemerintah, Kkurangnya
pendampingan karena minimnya staf/pegawai berakibat pada minimnya
usaha produktif kelompok. Sedangkan pada sisi positif, dana bergulir bagi
masyarakat berdampak pada peningkatan ekonomi (adanya modal usaha)
dan kesejahteran hidup kelompok dan keluarga, meningkatnya
pengetahuan kelompok, lapangan kerja serta kemajuan manajemen
produktif dan wirausaha kelompok. Dan bagi pemerintah, dana bergulir
secara langsung mendapat nilai tambah yaitu bunga yang disetorkan oleh
kelompok ke kas dan perguliran lanjut.

6.2 Saran

1. Bagi Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara SKPD terkait agar
meningkatkan efektivitas bantuan dana bergulir dengan cara mengevaluasi
kembali pelaksanaan dan pengelolaan dana bergulir melalui pendampingan
dan pelatihan.

2. Bagi kelompok/masyarakat penerima agar lebih efektif mengelola dana

bergulir yang diberikan oleh SKPD maupun pemerintah.
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